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ABSTRAK 

Transformasi menuju ekonomi hijau merupakan agenda strategis dalam 

menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan yang semakin 

kompleks. Indonesia, sebagai negara berkembang dan anggota G20, menghadapi 

tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menurunkan emisi gas 

rumah kaca guna mewujudkan Visi Pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satu 

instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah adalah penerapan pajak karbon 

sebagai bagian dari kebijakan fiskal hijau. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis sejauh mana penerapan pajak karbon mencerminkan prinsip-prinsip 

ekonomi hijau serta menilai efektivitasnya dalam menekan emisi gas rumah kaca 

dan meningkatkan penerimaan negara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi 

nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan yuridis-deskriptif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer 

dan sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, 

literatur ilmiah, serta publikasi lembaga nasional dan internasional yang relevan. 

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi 

pajak karbon, prinsip ekonomi hijau, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’s), 

serta arah pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 

2024 tentang RPJPN 2025–2045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

pajak karbon di Indonesia secara normatif telah mencerminkan prinsip ekonomi 

hijau, khususnya melalui internalisasi eksternalitas lingkungan, penerapan prinsip 

polluter pays, serta integrasi kebijakan fiskal dengan perlindungan lingkungan. 

Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain 

keterbatasan cakupan sektor, rendahnya tarif awal, kesiapan sistem pengukuran 

emisi, serta koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain 

kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemanfaatan penerimaan pajak 

karbon secara transparan untuk mendukung transisi energi yang adil. Dengan 

optimalisasi tersebut, pajak karbon berpotensi menjadi instrumen hukum dan fiskal 

strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian Visi 

Indonesia Emas Tahun 2045. 

Kata Kunci: Ekonomi Hijau; Pajak Karbon; Pembangunan Indonesia; 
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ABSTRACT 

The transition to a green economy has become a central policy agenda in response 

to the growing challenges of climate change and environmental degradation. As a 

developing country and a member of the G20, Indonesia faces the complex task of 

sustaining economic growth while reducing greenhouse gas emissions to achieve 

the Vision of Indonesia Emas 2045. One key policy instrument adopted by the 

government to support this objective is the introduction of a carbon tax within the 

framework of green fiscal policy. This study examines the extent to which 

Indonesia’s carbon tax implementation reflects green economy principles from a 

legal–fiscal perspective and evaluates its effectiveness in reducing greenhouse gas 

emissions while enhancing state revenue without constraining national economic 

growth. This research employs a normative legal research methodology with a 

juridical-descriptive approach. The analysis draws on primary and secondary legal 

materials, including statutory regulations, fiscal policy instruments, academic 

literature, and relevant publications from national and international institutions. A 

qualitative legal analysis examines the relationship between carbon tax regulation, 

green economy principles, the Sustainable Development Goals (SDGs), and 

Indonesia’s national development framework as stipulated in Law Number 59 of 

2024 on the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045. The 

findings demonstrate that, from a normative perspective, Indonesia’s carbon tax 

policy aligns with core green economy principles, particularly through the 

internalization of environmental externalities, the application of the polluter pays 

principle, and the integration of fiscal instruments with environmental protection 

objectives. However, the policy’s effectiveness remains constrained by several 

challenges, including limited sectoral coverage, relatively low initial tax rates, 

inadequate emissions measurement infrastructure, and institutional coordination 

gaps. Accordingly, this study highlights the need to strengthen the legal design of 

the carbon tax framework, enhance administrative and institutional capacity, and 

ensure transparent and accountable allocation of carbon tax revenues to support a 

just and inclusive energy transition. With such optimization, the carbon tax holds 

significant potential as a strategic legal and fiscal instrument for advancing 

sustainable development and achieving the Vision of Indonesia Emas 2045. 

Keywords: Green Economy; Carbon Tax; Indonesian Development; 

 

 

 


